
. BUPATI M A R O S .  

(  SALINAN ] 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
PERATURAN DAERAR KABUPATEN' MAROS 

NOMOR: 12 TAHUN 2017 
TENTANG 

PEN�TAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAID LIMA. 

DENGAN RAHMAT.TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

. 

Mengingat . · :  
.... _ 

, ·  

BUPATI MAROS, 

a . .  bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di 

Ka bu paten ' . Maras yang. telah berdampak pada 
terganggunya kelancara.n lalu lintas, estetika dan 
kebersihan serta fungsi pra.sarana ka.wasan perkotaan 
maka diperlukan penataan dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima; . . 

b. bahwa pedagang kaki lima yang merupakarr kegiat.an 
perekonomian sektor informal perlu dibina dan 
diberdayakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; . 

c. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf · a dan · huruf b, perlu 

· menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima . 

L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara .Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentuka.n Daerah-daerah Tk.11 di Sulawesi 
(Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor . 74, . Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822);. 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

. .  Tahun 2007. Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Nomor 5096); 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 138: Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

.7 . .  Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor' 23 Tahtin 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah . [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

· Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679 ); 

9. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 
Meriengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013-Nomor 40); 

10. Peraturan Presiden Nonior 125 Tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki .· 
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 291); 

11 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (Be:rita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 291); 

12. Peratura.n Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat· (Lenibaran Daerah Kabupaten Maros 
Tahun 2015 Nomor 6). · 

· Dengan Persetujtian Bersama 
. . . . . 

· DEW.AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS 

Menetapkan 

dan 

BUPATI MARO$ 

MEMUTUSKAN : · 

PERATURAK DAERAR TENT.ANG PERATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIM.A. 



BAB I  

KETENTUAN' UMUM 
Pasal.1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1 .  ·  Daerah adalah Kabupaten Mares, 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip' Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun i 945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan · 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Maros. . . 
5. Dewan Perwakilari Rakyat Daerah yang. selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD perangkat 

daerah Kabupaten Maras yang · menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya 

7. Dinas 'adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten 
Maroa.' 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
Kabupaten Maras. 

9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah 'pelaku 
usaha . yang melakukan usaha perdagangan dengan rnenggunakan 
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan 
milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak 
menetap. · 

10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
melalui penetapan lokasi binaan . untuk · melakukan penetapan, 
pemindahan, penertiban clan penghapusan lokasi PKL dengan. 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, 
ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai 
dengari ketentuan pera.turan perundang-undangan. . 

1 1 .  Pemberdayaan PKL adalah . upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah; dunia usaha dan inasyarakat secara sinergis dalam 
bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap 
PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun 
kuantitas usahanya. 

12. Lokaai: PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada 
dilahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah dan/ atau swasta. 

13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi 
PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen 
maupun sementara.. . 

14. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang 

dikeluarkan oleh ·. pejabat . yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran 
-usaha] PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan 
pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. 
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. · 



. .  

'  ;  .  .  

16. Kemitra.an · :tdalah keriasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
_ maupun tidak langsung, ata.s dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayat, memperkuat, . dan menguntungkan yang melibatkan 
Pedagang Ka.Id Lima dengan pelaku - . usaha sektor formal dan 
masyarakat, · · 

.Pasal 2 

(1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL meliputi ; 
a. pendataan; · . 
b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal; 
c. · fasilitasi akses permodalan; . 

· d, penguatan kelembagaan; 
e. pembinaan dan bimbingan teknis; 

_ f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan 
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. 

(2) Program penataan den pemberdayaan PKL.sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan 
pembangunan daerah. 

_ BAB D 
RU.ANG LINGKUP DAN TUJUAN 

·Pasal 3 

Ruang Iingkup PeraturanDaerah ini meliputi: 
a. penataan PKL; 
b. hak, kewajiban dan larangan PKL; 
c. pemberdayaan PKL; 
d. pembinaan dan pengawasan; 
e. pendanaanjdan 
f. sanksi administraai. 

· Pasal4 

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah : 
a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 

sesuai dengan peruntukannya; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 

· usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan · 
c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 

sarana dan _ prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan 

lingkungan. · 

BAB M  

PENATAAN PKL 

Bagian Kesatti 
· Umum 

Pasal 5 
. . 

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan 
terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL. 

(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
·  dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. 



Pasa16 
.Bupati melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) dengan cara : · · 
a . .  pendataan PKL; . 
b. pendaftaran PKL; 
c, penetapan lo;kasi PKL; dan 
d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan 
e. peremajaan lokasi PKL · 

Bagian Kedua . 

Pendataan PKL 
Pasal 7 

(1) Bupatt melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a. . · · . · 

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada 
· ayat (1 ) ; .  dilakukan bekerjasama dengan aparat terkait dengan cara 

antara lain : · 

a. membuatjadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; 
b. memetakan lokasi; dan 
c, melakukan valida.si/pemutakhiran data. 

Pasa.18 
Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan 
berdasarkan : · .' · 
a. identitas PKL; . 
b. lokasi PKL; 
c. jenistempat usaha; 
d. bidang usaha; dan 
e. modal usaha, 

Pasal 9 

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 8 huruf b terdiri dari : 
a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan 
b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. 

I . Pasal 10 

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
· huruf a terdiri atas : · 

· a, lokasi PKL yang bersifat permanen; dan 

. b. lokasi PKL yang bersilat sementara. 
(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ·g huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat 
berusaha PKL. 

Pasal 1 1  
(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10·  ·  ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang 
diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL� _ 

(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara .sebagafmana dimaksud dal� Pasal 
10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL-yang terjadwal 
dan beraifat sementara. 

(3) Lokasi PKL sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 



Pasal 12 
Jenis tempat usaha sebagaimana d�aksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri 
�� . . 

a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan 

b. jenis tempat usaha bergerak. . 

Pasal 13 

(l)_Jenis ternpat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a antara lain: . 
a. gelaran; 

· b. lesehan; 
c. tenda; dan 
d. selter. . 

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b 'antara lain : . · 
a. tidak bermotor; dan 

b. bermotor, 

Pasal 14 · 
(1) Jenis tempat usaha bergera.k tidak bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2). huruf a antara lain: 
. . a. gerobak beroda; dan 
· b. sepeda. 

(2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri ata.s; 
a. kendaraan bermotor roda dua; 
b. kendaraan bermotor roda tiga; dan 
c. kendaraan bennotor roda empat atau lebih. 

Pasal 15 

·  Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain: 

a. . kulirier; 
b . .  tanaman hias; . 
c. sayuran; 
d. kerajinan; 

· e. · barang antik; 
r.- burung; 
g. ikan hias; 

h. baju, sepatu dan ta.s; dan 
i. bidang usaha .lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran PKL 

Pasal 16. 
(1) Bupati · melalui Dinas atau OPD yang ditunjuk melakukan pendaftaran 

PKL. · . . · 
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

bersama dengan Camat. · . 
(3) Pendaftaran PKL sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dipergunakan 

untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. 



• •  I  

i  ·  Pasal 17 

Pendaftara.n usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi : · 
a. permohonan TDU; · · · . .  ·  
b. .penerbltan TDU; dan · 
c. perpanjangan TDU. 

· Pasal 18 

( 1 )  PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 huruf a kepada Bupati melalui Dinas atau OPD yang ditunjuk dengan 

menggunakan formulir yang disediakan. 
(2) Permohonan TDU sebagaimana climaksud ayat (1) paling sedikit harus 

melampirkan berkas pennohonan sebagai b e riku t :  
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. paa foto terbaru berwama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar; 

· c. mengisi formulir yang memuat tentang : 
1. nama; · . 
2. alamatj'tempat tinggal/lama tinggal; 
3. bidang usaha yang dimohon; 
4. tempat usaha yang dimohon; 
5. waktu uaaha; . 
6. perlengkapan yang digunakan; dan 
7. jumlah modal usaha. 

d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha di 

tempat yang dimohon; 
e. mengisi formulir surat pemyataan kesanggupan untuk menjaga 

fungsi fasilitas umum; dan . 
f. · mengisi formulir surat pemyataan yang memuat : 

1. tidak memperdagangkan barang ilegal; . 
2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas 

· yang ada ditempat atau lokasi PKL; . 
3. tidak inemindah tangankan TDU kepada pihak lain; atau 
4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyera.hkan 

. tempat usaha PKL apabila : 
· · a) lokasi dimaksud sewaktu · waktu dibutuhkan dan · atau 

. : dikembalikan kepada fungsinya; 
b) lokasi usaha tidak ditempati-selama 1 (satu) bulan; dan 

· c) setelah dlevaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil. 
(3) Permohonan TDU bagi PKL yang .menggunakan jenis tempat usaha 

· dengan · kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bemomor 
polisi daerah Kabupaten Maros, · 

. Pasal 19 
(1) Dinas atau OPD yang ditunjuk mendistribusikan formulir sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f 
kepada lurah. · · · 

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada lurah. 

P asa120 
(1) Bupati melalui Dinas atau OPD yang ditunjuk menerbitkan TDU. · 
(2)Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling l�b�t 7 

(tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pennohonan pendaftaran diterima 
secara lengkap dan benar. · · 



(3) TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat 
usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL 
yang bergerak, 

· (4) TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal _ 
diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan basil evaluasi 
perkembangan usaha. 

(5) · Penerbitan TDU ·.tidak dipungut biaya. 

Pasal 21 
;  .  

(1) PKL harus mengajukan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud 
. dalam Pasal 20 ayat (4), dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa 

. berlaku TDU. · · 
(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui Dinas atau OPD yang ditunjuk. 
(3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 22 

(1) TDU tidak berlaku apabila: 
a. · pemegang TDU meninggal dunia; 

. b: atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan 
c. pemegang TDU pindah lokasi usaha. 

(2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia_sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) : huruf a, maka suami istri atau anak .pemegang TDU dapat 
mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada 
lokasi yangbersangkutan. 

(3) Tidak berlakunya TDU ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas atau OPD 
yang ditunjuk. 

· B AB IV  

BAK, KEWAJIBAN DAN LA.RANG.AN PKL 

Bagian Kesatu . 
HakPKL 

Pasal 23 

. PKL mempunyai hak antara lain _: 
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; 
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; 
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi . atau pemberitahuan terkait 

derigan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan; 
d . '  mendapatkan pengaturan, . penataan, . pembinaan, supervisi dan 

pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan 
e. mendapatkan pendampingan dalam memperoleh pinjaman permodalan 

dengan initra bank. · · 

Bagian Kedua 
Kewajiban PKL 

Pasa.l 24 

PKL mempunyai kewajiban aritara. lain : . 
a. memiliki TDU; · . 
b. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh B�pati ; 

· d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebereihari dan 
kesehatan lingkungan tempat usaha; 



e. 'mendapatkan dan menata barang dagangan. dan/atau jasa serta 
peralatan dagangan dengan tertib dan tera.tur; 

f. tidak menggariggu lalu lintas dan kepentingan umum; 
g. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk 

apapun,· .apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan 
. tanpa pemberltahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu waktu 
lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan . 

h, menempati tempat atau Iokasi usaha yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki. 

Bagian Ketiga 
.Larangan PKL 

Pasal 25 

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berlkut : 
· a. ·  melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan 

untuk lokasi PKL; . 
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta · fasilitas yang ada 

ditempat atau lokasi . usaha PKL . yang telah ditetapkan dan/ atau 
ditentukan Bupati; . . 

c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; 
d. berpindah tempat .atau lokasi dan / atau PKL 'memindahtangankan TDU 

tanpa sepengetahuan dan Izin Bupati atau OPD yang ditunjuk; · 
e. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada 

pedaganglainnya;dan 
f. · inenggangu ketertiban umum. 

BAB V  

PEMBERDAYAAN PKL 

Pasal 26 

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui Dinas atau OPD yang 
ditunjuk meliputi : 

. a. peningkatan kemampuan berusaha ; 
· b . .  fasilitasi akses pennodalan; 
c, fasilitasi bantuan sarana dagang; 
d. penguatan kelembagaan; 
e. fasilitasi peningkatan produksi; 
f. · pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan 
g. pembinaan dan bimbingan teknis. 

Pasal 27 

(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan dan penataan PKL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 antara lain dapat dilakukan melalui program 
tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. 

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dapat 
difasilitasi oleh pemerlntah daerah sesuai dengan usaha berdasarkan 
data.PKL .  .  

(3) Bentuk , kemitraan. dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain : . · . 
a. penataan peremajaan tempat usaha PK.L; . . . . 
b. peningkatan kemempuan berwirausaha melalw bimbingan, pelatihan 

dan bantuan pennodalan; · 
c. promosi dan event pada lokasi binaan; dan. 

· d. berpera.n aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar 
menjadi tertib, bersih, indah dan nyaman. 



. . BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 28 

(l} Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan 
· kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL. 

(2) Pembinaan sebagairoana dimaksud pada ayat (l} meliputi: 
a. koordinasi dengan Gubemur ·Sulawesi Selatan; 
b. pendataan PKL; 
c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; 
· d. perencanaan dan penetapan loka.si binaan PKL; 

e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan 
PKL; 

f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; 
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat 

dalam penataan dan pemberdayaan PKL ; dan 
h. monitoring dan ·evaluasi. 

(3) Pelaksanaan monitoring dan evahiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hunif h dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun 
dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

B AB VII  
PENDANAAN 

Pasal 29 

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Lain-lain bersumber pendapatan yang sah dan tidak rnengikat. 

BAB VIII  .  
SANKSIADlWINISTRASI 

Pasal 30 

. 1 . .  Setiap .PKL yang melanggar ketentuan Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dan/ atau Pasal 25 huruf b, 

· huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan sanksi administrasi oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk, 

2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
·  a.  tegura.n tertulis; dan 
b. pencabutan TDU. . . 

3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 'diberikan 
. sebanyak 3 (tiga) ka1i dengan tenggang waktu setiap 7 (tujuh) hari. 

4. Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 

. sebagaimana . dimaksud pada ayat (3) PKL belum melaksanakan 
· ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati melalui Dinas atau OPD yang 

ditunjuk mencabut TDU PKL. · 

Pasal 3 1  
(1) Setiap PKL tidak memiliki TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

huruf a dan/ atau · mela.kukan kegiatan usahanya di ruang umum yang 
tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 huruf a dila.kukan penertiban. · 

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d� oleh Satuan 
Palisi Pamong Praja sesuai dengan Standar Operas10nal Prosedur yang 
ditetapkan. 



. B AB IX  
... KE'-r-ENTUAR PENUTUP 

Pasa132 . 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Nomor 2 -  Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaid lima (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku, 

Pasal 33 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
fdaros. . 

Ditetapkan di Maras 
pada ggal 2g Desember 2017 

Diundangkan di Maros 
· pada tanggal 29 Desember 2017 

SEKRETARI� DAERAB, 
. ·. 

. - 

. 

. ·. 

BAHARUDDIN 

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 12 

. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS 
, .PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.11.280.17 


